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Motto :  

 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 

bodoh...” 
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ABSTRAK  

 

ALASAN PENGAJUAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN 

PRAPERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA 
 

RAMA SABASTIAN 

NIM. 502018118 
 

 

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa alasan Pengajuan Praperadilan menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan 

bagaimana Prosedur Pengajuan Praperadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sejalan dengan permasalahan yang 

dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (library research), dalam usaha 

mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang 

berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, 

khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik 

pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa 

secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder 

sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang 

diteliti dalam skripsi ini. Berdasarkan pada pembahasan yang bersangkut paut 

dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut, alasan Pengajuan praperadilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHAP, yaitu 

disebabkan karena tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan, disebabkan 

karena sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dan prosedur pengajuan 

Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana, yaitu dalam pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan 

diajukan oleh pemohon dengan menyebutkan alasannya kepada Pengadilan 

Negeri berdasarkan ketentuan (Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP). 

Mengenai isi permohonan yaitu Identitas pemohon, dasar permohonan dan 

tuntutan, dalam hal dasar permohonan itu harus jelas serta mendukung apa yang 

dimohonkan dan dituntut oleh pemohon, sehingga mudah menentukan isi dari apa 

yang dimohonkan dan mengenai waktu pengajuan praperadilan yang diatur dalam 

Pasal 82 ayat (1 huruf d) KUHAP dimana ditentukan bahwa pengajuan 

praperadilan menjadi gugur apabila sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri.  

 

Kata Kunci : Pengajuan, Prosedur, Praperadilan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin 

perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses 

peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  

 Sebagaimana diketahui, sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana disingkat (KUHAP) dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka hukum acara pidana 

sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR (het herziene indonesisch 

reglement) yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai 

multi aspek pada zamannya yang sudah barang tentu terdapat kendala, kelemahan-

kelemahan, kekurangan-kekurangan serta menguntungkan pihak berkuasa atau 

kolonial. Bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, 

ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya ketidakpastian tentang tindakan 

pendahuluan dalam proses hukumnya dalam penangkapan penggeladahan, 

penyitaan, dan penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa dan bantuan 

hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada 

semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.  

1 
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 Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk 

mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam 

melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena 

tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum 

itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat 

penegak hukum. Permasalahannya adalah, apakah pengaturan mengenai 

praperadilan dalam KUHAP telah cukup untuk melakukan pengawasan terhadap 

aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan 

terdakwa.  

 Menurut Abdul Hakim Garuda, Lembaga Praperadilan tidak saja 

dimaksudkan untuk melindungi hak asasi warga negara, tetapi juga untuk check 

and balance di antara sesama aparat negara, sehingga dapat dihindari 

penyalahgunaan kekuasaan yang justru menghambat proses peradilan pidana yang 

bersih, jujur, dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah digariskan oleh 

Undang-Undang. Dengan adanya lembaga Praperadilan ini seseorang warga 

masyarakat biasa, apabila merasa hak-hak asasi dilanggar oleh aparat penegak 

hukum tanpa ragu lagi dapat menyeret aparat tersebut ke muka pengadilan atas 

tuduhan telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.1 

 Manusia pada dasarnya diciptakan dengan memiliki martabat dan 

kedudukan yang sama. Sejak lahir, makhluk Tuhan yang paling sempurna ini 

telah dianugerahi seperangkat hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak yang 

                                                 
1 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Praperadilan dan Hak Asasi Manusia, Alumni, Jakarta, 

2011, hlm 87 
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asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, 

kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin.  

 “Piagam PBB mengenai Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia memberikan 

pengakuan secara menyeluruh terhadap hak-hak dasar manusia. Bahwa hak-

hak dasar merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia. 

Maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun 

dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan 

dilindungi oleh Negara”2 

 

 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perbincangan yang menarik dan akan 

terus menjadi wacana dalam berbagai kesempatan. Perjuangan penegakan HAM 

seringkali melahirkan pertentangan yang diikuti oleh tekanan, baik itu tekanan 

struktural atau kultural. Di Indonesia pengakuan dan perlindungan serta 

penegakan hak asasi manusia (HAM) secara yuridis telah dijamin dalam berbagai 

aturan baik pada UUD 1945 maupun dalam undang-undang lainnya yang menjadi 

implementasi dari UUD 1945 sebagai sebuah perwujudan negara yang 

berdasarkan atas hukum Rechtstaat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

Machtstaat.  

 Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti Het Harziene 

Inlandsch Reglement (HIR), merupakan suatu pertanda kemajuan dalam 

pembangunan hukum nasional di Indonesia. KUHAP memiliki hakekat dasar 

yang sangat mulia dengan berkeinginan agar masyarakat menghayati akan hak 

dan kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai 

dengan hak dan kewajiban asasinya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap 

                                                 
2 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 2. 
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para pelaksana boleh merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga dapat 

terwujud kearah tegaknya supremasi hukum dan keadilan serta kepastian hukum.  

 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana memang telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau 

terdakwa selaku subjek hukum dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai 

makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan derajat kemanusiaan yang utuh.  

 Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan dalam posisi sebagai pihak 

dalam proses peradilan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur 

kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan dalam pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh dilanggar hak asasinya yang melekat 

pada dirinya. Salah satu hak asasi tersangka atau terdakwa yang harus dijunjung 

tinggi adalah persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum 

dan harus dianggap tidak bersalama sebelum adanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Demikian pula penangkapan atau penahanan haruslah 

didasarkan atas bukti permulaan yang cukup. 3 

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

sebagai aturan hukum dalam melaksanakan proses perkara pidana telah 

menggariskan pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi tersangka atau 

terdakwa yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari 

dari tindakan sewenang-wenang. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak 

Asasi Manusia dan bertentangan Undang-Undang maka Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengakomodir salah 

                                                 
3 Ibid, hlm 63 
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satu aturan yang cukup jelas yaitu Praperadilan, sebagai satu lembaga sarana 

kontrol keadilan untuk menguji suatu proses sebelum materi perkara diperiksa di 

sidang pengadilan. Berangkat uraian diatas maka penulis bermaksud menuangkan 

keadilan penulisan skripsi yang berjudul “ALASAN PENGAJUAN DAN 

PROSEDUR PENGAJUAN PRAPERADILAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM 

ACARA PIDANA”.  

B. Permasalahan  

 Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan dalam 

skripsi ini adalah :  

1. Apa alasan mengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ? 

2. Bagaimana Prosedur Pengajuan Praperadilan menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

 Penulisan skripsi ini dititikberatkan pada penelitian dengan melakukan studi 

lebih mendalam terhadap permasalahan yang bersangkut paut dengan 

Praperadilan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.  

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap 

permasalahan yang berkaitan dengan :  

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan pengajuan Praperadilan menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
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2. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur pengajuan Praperadilan 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana  

D. Kerangka Konseptual  

1. Prosedur adalah suatu proses, langkah–langkah atau tahapan– tahapan dari 

serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 

prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departmen 

di dalam perusahaan. 

2. Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara 

Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau 

menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. 

E. Metodologi  

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian tergolong penelitian 

normatif bersifat diskriptif karena tidak bermaksud menguji Hipotesis dan teknik 

pengumpulan data sekunder terutama dititikberatkan pada penelitian Kepustakaan 

dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

relevan.  

2. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library 

Research), merupakan penelitian yang mengambil data kepustakaan berupa 

peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti dan menelaah 
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bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah, 

Keputusan Menteri dan peraturan-peraturan lainnya dan bahan hukum sekudner 

berupa teks book, jurnal ilmiah dan bahan laporan serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan studi ini yang ada relevansinya.  

3. Pengolahan Data  

 Data yang terkumpul dan diperoleh kemudian akan dianalisa secara 

kualitatif yaitu menganalisis data-data maupun bahan hukum yang bersifat primer 

dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari 

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.  

F. Sistimatika Penulisan  

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang keseluruhannya 

merupakan satu kesatuan dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I  merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta 

sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang Hukum Pidana, Hukum Acara 

Pidana serta Masalah Praperadilan  

Bab III merupakan bab pembahasan yang berisikan tentang alasan pengajuan 

praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana serta prosedur pengajuan praperadilan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana 

Bab IV merupakan bab penutup dalam bentuk kesimpulan dan saran  
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